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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
! alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
- ba‘ b be
< ta' - te
< sa 5 es (dengan titik di atas)
d jim j je
z ha‘ h ha (dengan titik di bawah)
& kha* kh ka dan ha
2 dal d de
3 zal z zet (dengan titik di atas)
) ra‘ r er
) zai V/ zet
e sin s es
B syin sy es dan ye
) sad s es (dengan titik di bawah)
e dad d de (dengan titik di bawah)
3% ta’ t te (dengan titik di bawah)
L za* z zet (dengan titik di bawah)
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i ‘ain ‘ koma terbalik di atas
& gain g -

— fa* f -

A qaf q -

S kaf k -

J lam 1 -

e mim m -

@) nun n =

3 wawu W =

2 ha k =

¢ hamzah i apostrof
¢ ya‘ y =

. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

=

(e Muta’aqqidain

dac ‘Iddah

. Ta’ Marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

-

A Hibah
:‘:‘)3 Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

A} daat Ni’matullah

hadlfBlS Zakatul-fitri
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4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a A
— Kasrah i I
Lo Dammah u U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis a
alala Jahiliyyah

b. Fathah dan ya mati di tulis a
(S Yas’a

c. Kasrah dan ya mati ditulis i
L Majid

d. Dammah dan wawu mati u

Uas @ Furud

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai
aSiy Bainakum
b. Fathah dan wawu mati au

dJd 8 Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof
ah“ A’antum

A58 oY

La’ain syakartum
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8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
Gl AlQuran
okl ALQiyas
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

¢lawll As-sama’

ol Asy-syams

9. Huruf Besar
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi in1 huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang
berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf
awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri 1tu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penwlisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.
oas il 593 Zawi al-furud
Al Jal Ahl as-sunnah
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ABSTRAK

Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima, memeriksa dan memutus
beberapa perkara perceraian yang didalamnya terdapat beberapa perkara hak hadhanah
anak akibat perceraian pada tahun 2004-2005. Akibat dari perceraian muncul masalah
yang amat mendasar dalam lingkup pengasuhan, siapa yang paling berhak di antara
Bapak-ibu untuk mendapatkan hak hadhanah anaknya. Pemahaman sementara yang
berkembang jika terjadi perceraian antara suami dan isteri sedang mereka mampunyai
anak, maka ibulah yang paling berhak terhadap anak daripada ayahnya, selama tidak ada
suatu alasan yang mencegah ibu untuk melakukan pekerjaan mulia ini.

Ibu yang dipandang dekat, sabar, memahami dan mempunyai waktu lebih dengan
anak mendapat tugas utama dalam rumah tangganya untuk selalu mendidik,
membimbing, menyayangi dan memperhatikan tumbuh kembang sang anak agar tercapai
sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karenanya menjadi suatu kewajaran bagi ibu
untuk selalu dekat dan berjuang untuk mendapatkan hak hadhanah anak ketika terjadi
perceraian, Seperti yang telah ditegaskan dalam hukum Islam. Bapak yang dipandang
kurang sabar, tidak telaten dan tidak mempunyai waktu lebih dengan anak dianggap tidak
mampu untuk menjaga, merawat dan mendidik anak, dikarenakan bapak lebih sibuk
dengan mencari nafkah yang menjadi kewajibannya selaku kepala rumah tangga dan juga
bapak kurang memahami psikologis anak. Namun kenyataan ini sering tidak sesuai
dengan realitas yang ada, permasalahan hadhanah sering kali terjadi permasalahan dan
pertentangan, seperti halnya yang terjadi dalam PA Kota Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan
teknik mengumpulkan data secara langsung dilapangan berupa dokumen-dokumen
keputusan atau penetapan serta data kasus mengenai hadhanah yang ada di PA Kota
Yogyakartz. Pendekatan yang peneliti lakukan adalah pendekatan normatif dan yuridis,
yaitu dengan melihat apakah putusan hakim PA Kota Yogyakarta ini telah sesuai dengan
kaidah Hukum Islam dan perundang-undangan yang ada atau belum

Dengan tugas hakim berupa mengkonstatir dari beberapa fakta yang diajukan oleh
penggugat, seperti tergugat pergi mencari nafkah tanpa pamit, buruknya moral dan
akhlak tergugat yang menjadikan anak tidak terurus. Dengan temuan ini hakim
mengkualifisir masalah tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan mengkonstituir
jatuhnya putusan pemberian hadhanah anak pada bapak.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut semata-mata untuk kepentingan dan
kebaikan masa depan anak, terlepas dari ibu ataupun bapak yang berhak mendapatkan
hak hadhanah anak, asalkan ibu ataupun bapak mampu memberikan perawatan,
pendidikan dan penghidupan kepada anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang
secara normal menjadi orang dewasa yang berguna bagi keluarga, lingkungan, agama dan
negara.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuatu yang pasti akan dialami oleh umat manusia sempurna adalah
melaksanakan perkawinan, sebagai sikap irba’ kepada Nabi Muhammad SAW
.dan proses regenerasi umat manusia di bumi. Perkawinan adalah suatu tindakan
yang sangat sakral serta mempunyai tujuan yang suci dan mulia, perkawinan
bukanlah sekedar pelegalan lampiasan nafsu seksual semata, melainkan suatu
upaya untuk meraih ketenteraman, ketenangan, saling memiliki serta sikap saling
mencintai dan menyayangi antara suami istri yang dilandasi dengan cinta dan
kasih sayang yang suci.

Perkawinan pada hakikatnya adalah menyatukan dua hati, watak dan
karakter  yang berf;eda dalam ikatan perjanjian yang sangat suci dan kuat
- kmz‘tsaqon gholidhan) untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan. Adanya perjanjian di sini menunjukan kesengajaan dari
suatu perkawinan yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan agama. Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan harus didasari dengan perencanaan yang matang serta

kesiapan lahir bathin untuk menghadapi “dunia baru”, suatu kehidupan dimana




sebelumnya belum pernah dirasakan oleh sepasang calon suami isteri, tak pelak
sikap menghargai, menghormati dan mengalah harus bertengger kuat terhadap
calon suami isteri (terutama suami) agar tetap tangguh ketika dilanda badai
cobaan dalam mengarungi rumah tangga. Keluarga bahagia akan terbentuk
apabila tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran
sehingga menjadikan keluarga itu dapat berjalan dengan tenang tanpa adanya
goncangan yang berarti.

Sepasang suami isteri yang masih mempertahankan ego serta emosi
dalam jiwanya adalah suatu pertanda tidak akan kuatnya bangunan rumah tangga
yang akan dibangun kelak, karena ini akan mempengaruhi keharmonisan
kehidupan dalam rumah tangga. Terlebih ketika kehidupan rumah tangga telah
bertambah jumlah keluarga dengan dikaruniai seorang anak yang merupakan buah
hasil kasih sayangnya sebagai bentuk kepercayaan Allah yang telah memberikan
kepercayaan kepada sepasang suami isteri tersebut. Anak yang merupakan
amanah ini harus senantiz;sa dijaga, didik dan dirawat dengan sebaik-baiknya
agar menjadi manusia yang sehat dan sempurna, maka sikap egois yang lebih
mengedepankan kepentingan pribadi harus dihilangkan dengan diwujudkan sikap
mengalah, saling menghargai dan saling memahami diantara hak dan
kewajibannya sebagai suami isteri agar keutuhan dalam rumah tangga tetap
terjaga.

Suami isteri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya
membangun sebuah keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus

dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami



merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.
Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan
pasanganya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tenteram. Pada

umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri itu dibagi menjadi empat

i

macam = :
1. Natkah
2. Hadhanah

3. Menyusukan anak
4. Pergaulan suami isteri
Mendidik, merawat, menyayangi dan memberikan kehidupan yang layak
kepada anak adalah merupakan hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya
agar anak dapat tumbuh kembang menjadi manusia yang sempurna. Anak dalam
rumah tangga adalah merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama
lainnya, tidak ,sempu'ma sebuah keluarga tanpa kehadiran sang anak yang mampu
mengisi keramaian dan keceriaan dalam sebuah keluarga sebagai akibat dari
adanya hubungan yang akrab antara orang tua dan anak. Hubungan yang akrab
antara orang tua dan anak adalah hubungan antar manusia yang paling kuat dan
mulia diantara hubungan-hubungan yang lain® .
Kedudukan anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh

kedua orang tuannya, kewajiban mereka pula untuk mendidik anaknya hingga

! Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,( Jakarta : Bulan

Bintang, 1993), him. 123.

? Dewan ‘Ulama al-Azhar, Ajaran Islam tentang Perawatan Anak, Alih Bahasa Alwiyah
Abdurrahman, (Bandung : ail-Bayan, 1987), him.5.




berperilaku sebagaimana yang dituntut agama.’ Adanya perceraian yang terjadi
antara suami isteri menimbulkan masalah baru terutama pada anak yang
mencakup masalah perwalian vang di dalamnya terdapat hak pengasuhan
(hadhanah)' anak.

Perceraian pad:a prinsipnya tidak dikehendaki dalam Islam. Sebab
perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (misagan galiza) yang berarti
perkawinan diharapkan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kesesuaian
dengan ajaran Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
memakai asas mempersulit adanya perceraian, hal ini dibuktikan dengan adanya
ketentuan bahwa perceraian hannya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak. Disini perceraian harus didasarkan dengan alasan yang sesuai
dengan Undang-undang.

Pada dasarnya sejak anak lahir kedunia anak sudah mendapatkan hak-hak
asasinya seperti‘rhak memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, dan
bimbingan moral dari orang tuanya. Maka anak pun perlu diperhatikan dan
dijamin hak asasinya. Dalam CD (Cairo Of Declaration) terdapat pasal yang
mengatur tentang jaminan hak anak untuk mendapatkan perlakuan dan
pendidikan sebaik-baiknya dari orang tua mereka adalah pasal 7 CD*. yang

berbunyi:

? Luthfi as-Syaukani, Batasan Sanksi Hukum Bagi Anak-anak dalam Politik, HAM dan
Isu-isu Tekhnologi dalam Figh Kontemporer, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), him. 165.

4 Baharudn Lopa, A/-Qur’an dan HAM, (Yogyakarta : Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996),
him. 95




“Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya,

masyarakat, dan pemerintah seperti keperluan, perawatan, pendidikan, dan
kebutuhan hidupnya, kesehatan dan kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus
dilindungi untuk melakukan kewajibannya.”

Sedangkan menurut Islam hak anak secara garis besar dikelompokkan

menjadi tujuh macam’ :

b

2

Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.

Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang penting, karena
kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa
berikutnya. Seperti halnya dijelaskan dalam QS. al-Ahzab (337) : 5.

Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.

Hak anak dalam menerima susuan. Dal ini berdasarkan Firman Allah : QS. al-
Baqarah (2) : 233, al-Qashash (28) : 11, 12,13.

Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.

Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan, hal ini sesuai dengan
sebagaimana yang difirmankan Allah dalam QS. al-Isra’ (17) : 34, an-Nisa (4)
:2,6,10.

Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan.

Seorang anak lahir di dunia ini dan serta merta ia membutuhkan orang lain

vang akan memeliharanya baik dirinya ataupun harta benda hak miliknya. Oleh

karenanya ia membutuhkan orang lain yang akan mengawasi penyusuan dan

pengasuhannya dalam periode kehidupannya yang pertama itu, demikian inga ia

membutuhkan orang lain yang akan menjaga dan memeliharanya serta mendidik

* Azwir Butun, Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta : Fighati Anesia, 1992),

him. 45
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dan mengajarinya, dan melaksanakan bermacam-macam wurusan yang
berhubungan dengan jasmaniahnya dan pembentuk kepribadiannya, dan juga
membutuhkan orang yang akan mengawasi urusan hak miliknya, agar supaya
dipelihara dan dikembangkan.®

Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan amanah yang harus
dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya
hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan
dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi
kelonggaran

Akibat dari perceraian muncul masalah yang amat mendasar dalam
lingkup perwalian, siapa yang paling berhak di antara bapak dan ibu untuk
mendapatkan hak hadhanah anaknya. Pemahaman sementara yang berkembang
jika terjadi perceraian antara suami dan isteri sedang mereka mampunyai anak,
maka ibulah yang paling berhak terhadap anak dari pada ayahnya, selama tidak
ada suatu alasan yang mencegah ibu untuk melakukan pekerjaan mulia ini.

Ibu diberikan hak prioritas untuk mengasuh dan merawat anaknya, karena
ia yang menyusukannya, selain itu ibu sabar dan dapat menahan hati,
membersihkan tubuhnya dari najis dan kotoran serta menyuapkan makanan ke
mulutnya, sedangkan bapak tidak sanggup untuk melakukannya. Lagi pula ibu
mempunyai waktu dan kesempatan untuk itu, sedangkan bapak tidak. Oleh

karena itulah ibu didahulukan daripada bapak dalam urusan mengasuh dan

® Zakaria Ahmad Al-Bary, Hukum-hukum d4nak dalam Islam, Alih Bahasa Chadijah
Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), him. 106.



merawat anak untuk kebaikan masa depannya.’

Akan tetapi realita di lapangan pemahaman tersebut tidak semuannya
berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan norma-norma yang berkembang
di masyarakat. Setidaknya hal ini terjadi dikarenakan melihat pada aspek
kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam mengambil sebuah keputusan.
Tidak sedikit kita temui di ;nasyamkat melalui putusan pengadilan yang
memberikan hak perwalian kepada bapak akibat dari adanya perceraian.

Adanya pengambilan obyek penelitian pada Pengadilan Agama Kota ini
berangkat dari rasa keprihatinan dan penasaran penyusun untuk meniliti dan
mengkaji mengenai banyaknya perkara perceraian yang didaftarkan pada
Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, yang didalamnya terdapat perkara perebutan
hak hadhanah anak kepada bapak akibat dari adanya perceraian.

Pengadilan Agama Yogyakarta selama periode tahun 2004-2005 menerima
perkara sebanyak 829 kasus, dengan perkara ataupun tuntutan yang varniatif,

ﬂéiéngan perincian perkara sebagai berikut :
- Tahun 2004 perkara yang diterima sebanyak 416 perkara
- Tahun 2005 perkara yang diterima sebanyak 413 perkara
Dari sekian banyak perkara yang masuk pada tahun 2004 dan tahun 2005
perkara yang diputus sebanyak 796 perkara, dengan perincian sebagai berikut :
- Tahun 2004 perkara yang diputus sebanyak 386 perkara
- Tahun 2005 perkara yang diputus sebanyak 410 perkara

Adapun perkara yang masuk dan diputus pada tahun 2004 dan 2005

7 As-Sayid Sabiq, 4/-Figh as-Sunnah, (Beirut : Dar al Fikr, 1983), I : 289



didominasi oleh perkara cerai talak dan cerai gugat, dengan perincian sebagai

berikut :

1

Tahun 2004 perkara cerai talak yang diputus sebanyak 106 perkara

Tahun 2004 perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 203 perkara

Tahun 2005 perkara cerai talak yang diputus sebanyak 101 perkara

Tahun 2005 perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 221 perkara 8

1

Banyaknya perkara cerai talak dan cerai gugat ini kemudian muncul
beberapa perkara dalam satu atau lebih obyek gugatan yang diputuskan secara
bersamaan, hal ini sering diistilahkan dengan “ Penggabungan Obyektif
(Objektive cumulative)”.

Dalam praktek peradilan, komulasi obyektif ini sering kali terjadi dalam
perkara perceraian. Perkara yang sering kali digabungkan sekaligus ini seperti :
tuntutan nafkah selama ditinggal, natkah anak selama ditinggal, pemeliharaan
anak dan nafkah iddah, yang semua obyek gugatan dapat dituntut sekaligus
bersamaan deng;m perkara cerai gugat.

Ketidaksinkronan pemahaman masyarakat (dalam hal ini hukum Islam )
dan KHI (Pasal 105 Bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak) dengan kenyataan
yang terjadi di lapangan (dalam hal in1 Pengadilan Agama Kota) yang pernah
menangani kasus persengketaan hak hadhanah anak akibat perceraian menjadi

menarik untuk dianalisis agar tercapai pemahaman yang pasti.

® Observasi terhadap sumber data dari bagian kearsipan Pengadilan Agama Yogyakarta
tahun 2004-2005, 17 Juli 2006.



B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mengambil pokok
masalah sebagai berikut : Pertimbangan apa yang digunakan Hakim PA Kota
Yogyakarta dalam memberikan keputusap pemberian hak hadhanah anak kepada

mantan suami akibat perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan yang dikehendaki penyusun adalah : Menjelaskan alasan
Hakim PA Kota Yogyakarta dalam memberikan putusan hak hadhanah anak

kepada bapak akibat perceraian.

Setélah selesainya penyusunan ini diharapkan hasilnya akan memberikan
manfaat, antara lain :
1. Penyusunan skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan tentang hukum
Islam.
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah perebutan

hak hadhanah anak akibat dari adanya perceraian.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun ada beberapa tulisan yang membahas tentang
perebutan perwalian (hadhanah). Studi terhadap tulisan (skripsi) tentang masalah
tersebut meliputi:

Pertama, skripsi yang berjudul “Persengketaan Pemeliharaan Anak
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Antara Suami Isteri , (Studi Analitis Pendapat Hanabilah”).® Skripsi tersebut
membahas tentang perbedaan pendapat ‘ulama madzhab Hanbali, dengan hasil
yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah, pertama: Bahwa dasar Hanabilah
dalam menetapkan orang yang paling berhak terhadap asuhan anak kecil dan
belum mumayiz jika terjadi perceraian antara suami isteri adalah Hadits Nabi
Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu daud dari Abu hurairah dan fatwa
sahabat Abu bakar, mereka menetapkan ibu lebih berhak terhadap asuhan dari
pada bapak. Kedua dasar Hanabilah dalam menetapkan kesamaan jangka waktu
asuhan ibu terhadap anak laki-laki atau perempuan adalah dengan
mengqiyaskannya kepada Hadits Nabi SAW tentang shalat yang diriwayatkan
oleh Imam muslim.

Kedua skﬂpéi yang berjudul “Implikasi Perceraian Perkawinan
Campuran terhadap Hak Pemeliharaan dan Status Kewarganegaraan Anak
(Analisis terhadap Pasal 3 Ayat (1) UU No.62 Tahun 1958”)."° Skirpsi ini
n;e;;nbahas tentang status kewarganegaraan dan hak pemeliharaan anak akibat dari
adanya perceraian perkawinan campuran karena di dalamnya masih belum ada
kejelasan.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah Pertama: Bahwa hak

pemeliharaan anak akibat perceraian adalah pada ibu, karena ini telah didukung

® Asy’ari Hasan, “Persengketaan Pemliharaan Anak Antara Suami Isteri(Studi Analitis
Pendapat Hanabilah”), Skripsi Satjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2002, Skripsi tidak diterbitkan.

1 Agus Supriyanto, “/mplikasi Perceraian Perkawinan Campuran terhadap Hak
Pemeliharaan dan Status Kewarganegaraan Anak (Analisis terhadap Pasal 3 Ayat (1)UU No.62
Tahun 1958”). Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003,
Skripsi tidak diterbitkan.
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‘oleh hukum nasional berupa KHI yang mengatur masalah hak pemeliharaan anak
(KHI Pasal105), selain itu juga demi kemaslahatan anak yang mana anak dibawah
usia dan belum mumayiz masih membutuhkan kasih sayang, pendidikan dan
perhatian yang optimal. Kedua, penyelesaiaan dari hak pemeliharaan dan status
kewarganegaraan anak di Indonesia adalah ia harus melakukan kegiatan
keimigrasian berupa :
- 1. Itas ( Izin tinggal terbatas) atau KIM/S
2. Memperbarui itas dalam waktu tertentu
. 3. Jika itas tidak diperbaharui maka akan dikenai pidana paling lama 5 Tahun
atau denda maksimal Rp.25.000.000,00
4. Anak asing berada dalam pengawasan pemerintah

Ketiga skripsi vang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan
Anak Akibat Korban Perkosaan (Analisis Terhadap Permasalahan hadhanah),”’
Skripsi tersebut membahas pada permasalahan siapa yang mempunyai hak
hadhanah anak akibat pemerkosaan.

Hasil tulisan yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah : Pertama, jika
pemerkosaan tidak diketahui maka korban perkosaanlah yang merawat anaknya
sendirt dengan dibantu oleh keluarganya dan negara juga harus membantu
pembiayaan, dapat juga dititipkan pada panti asuhan. Kedua, jika terjadi
perselisihan dalam hak-hak melaksanakan hadhanah ini, maka ibulah yang paling
berhak dalam melaksanakan hadhanah ini, sebab pada dasarnya dialah yang paling

dirugikan dalam peristiwa ini. Dan demi kemaslahatan, si anak tidak boleh diasuh

" Saichul Ahbab, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak Akibat Korban
Perkosaan (Analisis Terhadap Permasalahan hadhanah), Skripsi Sarjana Institut Agama Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, Skripsi tidak diterbitkan.
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oleh bapak biologisnya guna menjaga perkembangan jiwa si anak.

E. Kerangka Teori

Hukum Islam menegaskan bahwa kehormatan manusia dan keturunannya
merupakan suatu hal yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi dan
dipelihara dari segala bentuk ancaman maupun gangguan yang akan merendahkan
atau melanggar nilai-nilai kemuliaannya/.12

Penegesan tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan dengan istilah ai-
Masalih al Khamsah, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal kehormatan, dan
keturunan serta terpeliharanya agama, harta benda.”? Secara konkret
menelantarkan anak dari keturunannya merupakan dari salah satu tindakan
kekerasan pada anak yang sejatinya masih memerlukan bantuan dan perlindungan
dari orang dewasa yang dalam hal ini orang tua anak.

- Pemberian perlindungan dan penguasaan terhadap sesuatu baik barang
ataupun orang dalam wilayah figh disebut perwalian, perwalian yang dimaksud
adalah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk
menguasai dan melindungi orang ataupun barang. Disini pengasuhan anak yang
dalam hukum Islam dikenal dengan istilah hadhanah masuk dalam wilayah
perwalian.

Dalam hukum Islam, penguasaan dan perlindungan disebabkan oleh:

2 Abdul Salam Arif, Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksualitas dalam Perspektif
Krimonologi dan Viktimonolgii, makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Kejahatan
Kesusilaan dan Pelecehan Seksualitas dalam Perspektif Krimonologi dan Viktimonologi,
diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 28 oktober1994, him.8.

3 1bid,
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1. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang
dimiliki atau barang yang dimiliki.

2. Hubungan kerabat atau keturunan seperti perwalian atas salah seorang
kerabat atau anak-anaknya.

3. Kerena memerdekakan seorang budak, seperti perwalian seorang atas
budak-budak yang dimerdekakannya.

4. Karena pengangkatan seperti perwalian seorang kepala negara atas
rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang
dipimpinnya.

Anak menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari
hubungan antara pria dan wanita. Adapun istilah anak adam itu membawa arti
umum, yaitu seluruh manusia yang timbul dari perkawinan. Kata anak dipakai
secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh
tumbuhan, kata anak ini bersifat figuratif atau majasi.'® -

Anak-anak adalah manusia yang belum independen, ia masih butuh
bantuan dari pihak lain, terutama walinya karena masa yang paling lemah dalam
perjalanan hidup seorang manusia adalah masa kanak-kanak. Dengan kondisi
ruhaniah dan badaniahnya yang belum lengkap berkembang, keterampilan untuk
menunjang hidup amat minim serta kecenderungan mereka yang sangat berbeda
dengan orang dewasa menyebabkan mereka memiliki dunia tersendiri, dunia
anak-anak. Meski mereka memiliki dunia tersendiri yang amat berbeda dengan

realita orang dewasa, tetap saja kehidupan mereka bergantung sepenuhnya pada

* Fuad M. Fachrudin, Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri,
Anak Angkat dan Anak Zina, (Jakarta : Pedoman llmu Jaya, 1991), hlm. 96.



kebaikan orang dewasa disekitarnya. Tanpa orang dewasa tidak mungkin manusia

kecil mampu bertahan hidup sendirian. "

Sudah sepatutnya mereka perlu dibimbing, dibina, dan dididik oleh
walinya agar menjadi manusia yang sempurna baik fisik maupun lahirnya, agar
sang anak mampu bersaing di dunia yang penuh kesemuan dan senda gurau. Maka
di sini posisi wali menjadi amat penting (wali dari ikatan biologis) untuk
melangsungkan kehidupan dan keberadaanya. Karena pada tahapan ini peluang
anak untuk berkembang dengan baik menentukan karakter anak setelah dewasa.
Apabila proses pertumbuhan mental, fisik, serta intelektual mereka terganggu dan
cacat, maka kerusakan abadi akan terjadi dan tidak akan ada kesempatan kedua
masa depan terletak di tangan anak cucu kita.'®

Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yvang harus
dilakukan oleh orang tua, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan
bencana dan kebinasaan baginya.” Anak dalam konsep Islam merupakan karunia
dan amanat yang di titipkan Allah kepada manusia yang perlu dijaga dan dibina
kafena kelak akan dimintakan pertanggung jawabannya.

Allah sendiri memerintahkan kepada hambaNya untuk tidak meninggalkan
anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya anak itu mempunyai

hak-hak yang wajib dipenuhi dari orang tuanya. Secara garis besar hak anak

Marzuki Usman Sya'bah, Prilaku Sex Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat
Islam, (Yogyakarta :UII Prees, 2001), him 90.

1 Ibid.

17 Ahmad Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka Al Husna,
1994 ), him. 215.
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dikelompokkan menjadi tujuh macam'® :
1. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.
2. Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang penting,
karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada
masa berikutnya. Seperti halnya dijelaskan dalam al-Ahzab (337) : 5.
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan. Dan ini berdasarkan Firman Allah : al-
Bagqarah (2) : 233, al-Qashash (28) : 11, 12,13.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan, hal ini sesuai
dengan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam al-Isra’ (17) : 34, én-
Nisa (4) :2,6,10.
7. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan
Hak anak dalam mendapatkan asuhan perawatan dan pemeliharaan serta
dalam mendapatl{éh pendidikan adalah merupakan hak yang paling esensial
karena hal ini menyangkut keberlangsungan kehidupan bagi sang anak agar dapat
tumbuh dengan sempurna. Untuk memenuhi semua ini maka diperlukan orang tua
yang sempurna baik jasmani maupun rohani yang berimplikasi langsung pada
pemberian asuhan, perawatan dan pendidikan anak, dan untuk memenuhi hal ini
tidak harus mutlak kepada ibu.
Pasal 41 poin (a) Dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami

dan isteri mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak,

¥ Azwar Butun, Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam, (Jakarta :Fighati Anesia, 1992),
him.75.
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tetapi jika terjadi perselisihan mengenai pengurusan anak maka keputusan atas
pemeliharaan anak dilakukan oleh pengadilan. Di sini peran hakim yang
dipandang mengetahui hukum harus dapat memberikan keputusan yang dapat
memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan khususnya bagi si anak
sendiri.

Adapun teori yang mungkin diterapkan dalam masalah ini adalah teori
Maslahah mursalah, Maslahah mursalah sendiri mempunyai arti suatu
kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan pula tidak terdapat dalil-dalil
yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika
dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau manfaat.'® Maslahah
Mursalah disebut juga Maslahah yang mutlak, pembentukan hukumnya semata-
mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan
manfaat dan menolak kemadharatan dan kerusakan bagi manusia.?’

Pembentukan hukum bukanlah dimaksudkan untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi orang banyak, artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka,
menolak madharat atau menghilangkan keberatan bagi mereka. Dan
sesungguhnya kemaslahatan itu terus-menerus muncul bersamaan terjadinya
pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia serta berkembang akibat
perbedaan lingkungannya.”!

Maka di sini hukum haruslah sesuai dan mencerminkan kesadaran yang

1 Kamal Muchtar dkk, Ugul Figh, (Yogyakarta : Dhana Bhakti Wakaf, 1995), I : 143.
% Ibid, hlm.144.

2! Wahab Khalaf, {Imu Usul Figh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Cet. Kel
{Semarang : Dina Utama, 1994), him. 116.
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ada dalam masyarakat. Dalam hal ini penguasa tidak boleh memberlakukan
apalagi memaksakan ajaran yang tidak sejalan dengan kesadaran hukum
~ tersebut,? dan juga aspek kehidupan apapun yang melingkupi kehidupan manusia
(kecuali yang bersifat ‘ubudiyah murni) harus disikapi dengan menitikberatkan
kemaslahatan sebagai bahan pertimbangan, karena dengan hanya manjaga

stabilitas kemaslahatan inilah tugas peribadatan dapat dilaksanakan dengan baik.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode berarti proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk
mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.
Adapun penelitian yang dilakukan berkaitan dengan studi dalam skripsi ini adalah
penelitian lapangan (Field research) maka teknik yang digunakan adalah
 mengumpulkan data secara langsung di lapangan berupa dokumen-dokumen
keputusan atau penetapan serta data kasus pemberian hak perwalian yang ada di
PA Kota Yogyakarta. Data yang didapat peneliti menjadi sumber primer dan
didukung dengan sumber sumber iainnya yang mendukung.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian untuk menyusun skripsi ini diskriptif analitik, yaitu
memusatkan diri pada pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan data,

lantas data yang sudah terkumpul disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.

3. Teknik Pengumpulan data

2 Soerjono Soekanto, Perspektif Toeri Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta :
Rajawali, 1985), hlm.8.
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Untuk mendapatkan data penulis menggunakan metode dokumentasi dari
berbagai literatur. Metode ini digunakan untuk mencari data dengan variabel atau
masalah yang i)ersumber dari buku-buku, transkip, majalah, catatan, surat kabar
dan lain sebagainya.

4. Populasi

Dalam penelii:ian ini populasi yang digunakan adalah kasus perebutan hak
perwalian anak kepada bapak akibat perceraian selama dua (2) tahun yaitu tahun
2004 sampai dengan 2005 sebanyak tiga (3) kasus.

5. Sumber Data
a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan para hakim
dan pengurus kepegawaian yang ada di PA Kota Yogyakarta berupa
keputusan pemberian hak hadhahah anak kepada bapak akibat
perceraian.
b. Sumber Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pengadilan berupa
putusan pengadilan mengenai pemberian hak hadhanah anak kepada
bapak akibat perceraian yang merupakan perkara perebutan hak
hadhanah anak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Walaupun
penelitian ini bersifat penelitian lapangan, namun sangat dibutuhkan
data penunjang yang bersumber dari kepustakaan berupa literatur
buku-buku figh, - buku hukum umum, peraturan perundangan-

undangan, karya tulis ilmiah, kamus, ensiklopedi dan sumber-suimber
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lain yang menunjang penelitian skripsi ini.
6. Pendekatan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif dan yuridis. Mengingat yang diteliti adalah kasus yang berhubungan
dengan perundang undangan tentang pemberian hak hadhanah pada perilaku
manusia yang kemudian dikaitkan dengan hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadis)
untuk dianalisis dengan pendekatan di atas.

7. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualutatif. Artinya penyusun
mempertajam analisis dengan melihat kualitas dari data yang diperoleh dan
membahas secara mendalam dan menyeluruh mengenai Putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta terkait dengan perkara perebutan hak hadhanah anak akibat
perceraian

8. Sistematika Pembahasan

Agar peneliti lebih terarah, maka pembahasan akan dibuat sistematika
sebagai berikut :

Bab pertama penulis menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah,
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pengertian pengasuhan
(hadhanah) dan perceraian. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama
menjelaskan tentang hadhanah yang meliputi: pengertian dan dasar hukum, sebab-

sebab yang mewajibkan dan syarat-syarat berhak menerima hadhanah. Sub bab
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kedua menjelaskan tentang perceraian yang meliputi: pengertian, dasar hukum,
macam-macam dan akibat hukum dari perceraian.

Bab ketiga penulis mengungkapkan sekilas tentang kota Yogyakarta
dengan memaparkan letak geografis dan topografi. Dalam bab ini juga akan
didiskripsikan mengenai kasus persengketaan hak hadhanah anak akibat
perceraian di PA kota Yogyakarta.

Bab keempat penulis menerangkan dan menganalisis tentang adanya
pemberian hak hadhanah anak kepada bapak akibat perceraian. Dan pada akhirnya

penelitian ini ditutup dengan bab lima yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB YV

PENUTUP

A.Kesimpulan

s

Penyelesaian perkara pemberian Hak hadhanah anak kepada bapak akibat
perceraian di pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004-2005, dilakukan dengan
langkah-langkah berikut :

Pertama, Hakim menilai adanya perebutan hak hadhanah anak kepada
yang berhak adalah sebagai akibat dari adanya perceraian yang terjadi pada
pasangan suami isteri, dimana isteri mempunyai kepribadian akhlak dan moral
yang tidak baik serta isteri tidak berada ditempat keluarga dimana ia tinggal
ataupun sedikitnya waktu terhadap anak yang merupakan dampak dari ibu
mencari nafkah ini dimasukkan sebagai sebab adanya pemberian hak hadhanah
anak kepada bapak.

Sebab syarat-syarat seorang mendapatkan hak hadhanah anak adalah
baiknya akhlak, moral serta banyaknya waktu yang diberikan pengasuh kepada
anak, yang dikhawatirkan apabila hak hadhanah diberikan kepada ibu, anak akan
menjadi terlantar dan tidak terurus dengan baik serta menjadi tidak sehat dalam
tumbuh kembangnya menjadi anak yang berkepribadian dan berbudi pekerti luhur
serta bermoral baik sesuai dengan anjuran agama.

Penilaian hakim tersebut termasuk tugas hakim dalam tahap
mengkonstattir dengan mendasarkan pada pembuktian yang ada dalam
persidangan dan tahap mengkualifisir dengan mendasarkan pada fakta yang

terlihat dalam persidangan serta berdasarkan ketentuan hukum.
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Kedua, hakim memberikan putusan mengenai perkara pemberian hak
hadhanah anak kepada bapak akibat perceraian setelah melalui tahapan
mengkonstatir dan mengkualifisir. Ini merupakan tugas hakim dalam tahap
mengkonstituir. -

Ketiga, hakim dalam memberikan keputusan pemberian hak hadhanah
anak kepada bapak adalah semata-mata untuk kemaslahatan, kebaikan dan
kepentingan terbaik anak itu sendiri tanpa memandang pengasuhan adalah fitrah
ibu, yang bersifat fitrah dari seorang ibu adalah melahirkan dan menyusui.
Mengenai pengasuhan adalah studi kelayakan seseorang untuk berhak
mendapatkan hak hadhanah (memelihara) anak, agar hak-hak anak yang telah
diatur dalam Undang-undang tetap terpenuhi dan dijamin masa depan nya agar
menjadi manusia yang tumbuh sempurna seutuhnya dan bermanfaat bagi

lingkungan sekitarnya.

B. Saran-saran

i Hendaknya pemahaman mengenai kepribadian buruk dan tidak
baiknya moral seseorang sebagai akibat dari adanya ketidak puasan
S b R s ey, liserd B ihant Se0i%
menyeluruh dengan memahami ketentuan normative dan yuridis serta
perkembangan sosial.

2, Dalam persoalan hak hadhanah anak ini hendaknya hakim dalam
memberikan keputusan tidak secara serta merta memberikan kepada

bapak atau ibu, melainkan harus dikompromikan atau meminta
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pertimbangan terlebih dahulu dari anak itu sendiri selaku obyek dalam
persoalan hadhanah dengan menitik beratkan pada sisi kemasiahatan

bagi anak.
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Lampiran 1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

NO

Halaman

Foot Note

Terjemah

23

23

24

24

34

35

10

11

21

22

BAB I

Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada

para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah
seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan

| seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban

demikian.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
Melihat.

Setiap diantara kamu adalah pemimpin dan setiap
pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas
kepemimpinannya, dan Imam adalah pemimpin dia akan
ditanya atas kepemimpinannya, dan laki-laki (bapak)
adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan diminta
pertanyaan atas kepemimpinannya, dan perempuan (ibu)
adalah pemimpin bagi suaminya dan ia akan dianya atas
kepemimpinannya bagi suaminya dan keluarganya.

Dan kewajiban ayah memberi rhakan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara yang ma ruf

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara
yang baik.

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang
kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya
hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika
suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa
bagi keduanya (bekas snami pertama dan isteri) untuk
kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat




11

35

67

67

74

82

23

36

38

43

45

menjalankan hukum-hukum Allah.

Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah adalah
perceraian.

BABIV

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya
hendakiah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan
sesudah kesempitan.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara yang ma ruf

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada,
kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah
dan tali {(perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali
mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi
kerendahan. yang demikian itu Karena mereka kafir kepada
ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang
benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan
melampaui batas.

Menolak kerusakan lebih utama dari pada menarik
kebaikan

i
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PUTUSAN
Nomor : 148/Pdt.G/2004/PA.Y k

BISMILLAHTRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan \gama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat

pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

talak sebagai berikut ;

ANDOYO PAMUNGKAS BIN _SOEDARDI, umur 28 tahun. agama Islam,
pendidikan  SMA.  pekerjaan  karyawan pada  dealer motor
Kawasaki Wirobrajan Yogyakarta, benempatn tinggal di L
sSadewo helanggungan W1, 11/ 24 Rt 52 Rw. 11 Kelurahan

Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta j--=eeeeees--

Sclanjutnya discbut  “PEMOHON™ ;

MELAWAN

.;.‘g_)v\_vf:.;\l,h‘w':\ NIRAWATL RANGKUTI BINTT AWALUDDIN RANGKUTI,

umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pckerjaan -
tempat tinggal terakhir di J. Sadewo Ketanggungan WB. 11 / 24
Rt. 52 Rw. 11 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan,

Kota Yogvakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di

wilayvah HHukum Republik Indonesi:\.;

Sclanjutnya disebut  “ITERMOHON” ;

Pengadilan Agama tersebut |

Telah membicir berkas perkara ;

“'Tclah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di depan sidang ; -------=--------

TENTANG---




TENTANG DUDUK PERRKARANY A

Mcnimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 4 Mei 2004

yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor :

148/Pdt. G 2004/PA. YK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikul | seeemmmmemecnaees
"
1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada

o

tanggal 23 November 1996 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
sehagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah  Nomor : 121/15/XE1996,

tanggal 25 November 1996 yang dikelvarkan ofeh Kantor Urusan Agama

KRevimatan Wirobwajan, Kota Yogy aharta
Rahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon  bentempat tinggal di
JL o sadewoe hetanggunzan WB. 11 24 Ri. 52 Rw. 11 Kelurahan Wirobrajan,
hecamatan Wirobrajan, KNota Yogyakarta (rumah orang tua Pemohon ) ; =--===----

Balwa setelah perkawinan tersebut. Pemohon dan Termohon sudah kumpul

sclavaknva sebagai suami isteri selama 4 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai

anak 2 orang bernama

1. TINANDO CHANDRA UTAMA, amur 7 tahun ;

2. AFMANDA DWT PERMATASARI, umur 5 tahun ;

Bahwa sejuh bulan Juli 2001 rumah tangya Pemohon dan Termohon mulai goyah

dan terjadi persclisihan dan pertengkaran yang terus mencrus karena j---=~=s-e=ees
2. Adanya campur langan dalam rumah tangga dari keluarga Termohon ;----n----
b. ‘I'crmohon scring menuntut masalah ckonomi diluar kemampuan Pemohon ;---

Bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian sejak bulan
September 2001 antara Pemohon dan ‘'ermohon terjadi pisah rumah, karena
Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan hingga sckarang tidak

permah kembali serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia j--s===s======-

P - B T —



0.

" vang tenteram dan bahagia tidak dapat dipertahankan lagi ;

Babiwa sctelah pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;

Bahwa karenanya kerukunan di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon

sudah tidak dapat dibina dengan baik sehinngga untuk mencapai rumah tangga

Bahwar berdasarkan fakta — fakta terscbut di atas, maka permohonan Pemohon
tclah rﬁcncukupi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf
b dan { Peraturan Pemerintah Nomor: ¢ Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f

Instruksi Presiden Nomor 1 Tabun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jeeeean-e

Bahwa karena anak Pemohon dan Terinohon vang bemama ;

1. LINANDO CHANDRA UTAMA, umur 7 tahun

2. ALMANDA DWI PERMATASARI umur 5 tahun |

masth &i bawah umur atau belum mumayyiz maka perlu ditetapkan hak hadlonah

demi kelangsungan hidup masa depannya ;

CBabwa berdisarhan bal - hal tersebut i oatas, maka Panohon mohon agar
1 Bal botdasanhan Tl - hal tersebut By oata ki Panchon mohon agar

PRIMAIR:

[

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon scluruhnya ;| e-=-mmsmremmeonee-

Menctapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak

terhadap l'ermohon

Menetapkan hak hadlonah atas diri anak yang bernama ;

I LINANDO CHANDRA UTAMA, umur 7 talwin

2. ALMANDA DWI PERMATASARI, umur 5 tahun ;

diberikan kepada Pemohon sebagar ayah kandungnya ;




4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Memberikan putusan vang seadif-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku ; ----~-

A%,

Mcnimbang, bahwa DPcmohon tclah hadii itviggiiadap sidaug Iougaiiian

~

Agama Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa '1'ermohon tidak datang menghadap sidang pPengadilan
Agama Yogyakaria, atau menyuruil orang fain uniuk menghadap sebagai wakiinya,
meshipun 1d i boriiae avara paugpilan Pongadilan Agama Yugyshatia langpal
15 Mci 2004 dan 15 Juni 2004, tclah dipanggil sccara resmi dan patut melalui mess

media untuk menghadap sidang tanggal 15 September 2004 dan tidak temyata tidak

hadirnya itu berdasarkan suatu alasan yang sah ;
Menimbang, baiwa viajelis Elakim iciah berusaiia mendamaikan Pemoiton
dopgint cata monaschiail Pomvlion agin hidup rubun lagt scbagal sua isterl dalan

rumah tangga totapi usaha terscbut tidak berhasil. kemudion dibacakan permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, |ermohon

tidak menyampaikan jawadannya karena tidak hadir ;

=

Menimbang, bahwa Pemohon tefah mengajukan bukti -- bukti surat ~ surat

dan saksi - saksi sehagai herikut :

[

I. Kuilipate Akia Nthait Numa . 121/15/X171556  aias pama Panvhon dengan

-

Termohon yang dikcluarkan pada tanggal 25 November 1226, olch Kantor

Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, besertz fote copynya,

. gy e

(P.1);

t9

Foto kopi Kartu Tanda Peaduduk No, 13, 3008.270276.0001 awas nama Pemohon

vang dikciumban pads {anggal 29 Apil 2004 vich Camai Wihobisgjau Kota

Yogyakarta---.----




Yogyvakarta, (P.2) ;

Mcnimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy terscbut telah scsuai

dengan aslinya dan bermaterai cukup ;
IR Memimbang, bafiwa para saiksi yang diajukan oleh remohon teiah
iemberikan keterangan dibawai sumpai di depan sidang scbagai Derikui (-eeeeeaseae

1. Saksil: SUPOMO BIN SASTRO PRAYITNO (tetangga Pemohon dan

Termohon )

Balwa Penohon diane Tenmohon suaimi isteri (clapi sahsi lidak mengetahui saat

mcnikah ;

Bahwa sakst kenal kepada Pemohon dan 1ermohon + 5 tahun mereka sudah
menikah dan sudah mempunyai 2 (duaj orang anak. Saksi tahu terakhir mereka
kumpui di rumai orang wa Pemoihon, Namun kemudian + 2 tahun ierakiir saksi

1°9 "

Loy iy s . 1 e i + " 1 H 4 "
{1dak poiitutl 1uCiiiial L CHINVIVLL 1dsl, Adtg 1CLIUVIIVN, L CHNVIIVEL Uall 10U ACIIHUIIUH

pergi tidak pamit, tidak ada beritanya dan tidak jclas alamatnya |

Babwa sakst belum pernah melihat mercka bertengkar. Hanya 1bu Pemohon

sering ceritera dengan isterl saksi, Dahwa Pemohon dan lermohon ada

penengkaran dan ssharanyg Termohon Hdak permai ada deritanya j----=sc=eeeeceeee-
2. Saksill: FAJAR SRININGSIH BINTI JUNADI {tetanora debiat Termohen don
Pemaohan)

- Baiiwa saksi il mengoual TCUNUHUIE SCIAN KCUIE GdHE ATUBUE FEINOII SCHK

einvhwi incnikah dengan Termohon
-  Bahwa mereka memkah tahun 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wirobrajan, scteian menikah mereka bertempat tinggal di rumah Pemohon,

Kemudian meugonuak di Patangpuiuhan dan erakinr ketudaii ke rumnai orang a

-

Punohion lagt ,

- Bahwaeecmee-



dan inohen agar perkaranya dijatubi putusan ;

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

sebagaimana di uraiankan di atas ;

Bahwa pada awalnya mereka rukun - rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak. Namun kemudian saksi tahu ‘l'ermohon pergi sampai sekarang sudah

berjalan + 3 tahun, tidak kembali tidak ada kabar beritanya dan tidak jelas

alamaluya ;

Bahwa saksi pernah melibat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi

kelihatannya hanva bertengkar ringan ;

Bahwa saksi pernah melihat Termohon di jalan, saksi bilang kepada Pemohon,

kemudian dilacak Pemohon namun tidak ketemu ;

Bahwa saksi pernah menaschati Pemohon agar sabar menunggu Termohon tetapi

tidak berhasil ;

Bahwa sekarang ini anak - anak Pemohon diasuh oleh orang tua Pemohon j~=-==--
Aemmbang. bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut j--—-

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menambah Kketerangannya

\Mcnimbang, hahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis

memandany cukup untuk memeriksa berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya

TENTANC HUKUMNYA

Mcenimbang, bahwa maksud dan fujuan permohonan Pemohon adalah

Menimbang, bahwa Termohon' tidak hadir menghadap sidang Pengadilan

Agama Yopvakarta, meskipun ia menurut berita acara panggilan Pengadilan Agama
Yogyaharta tanggal 15 Mei 2004 dan tanggal 15 Jund 2004, telah dipanggil secara

resmi dan patut melalui mass media (Radio P'I'D1) untuk menghadap sidang pada

tanggai-------



tanggal 15 September 2004, dan udak ternyata tidak hadinya itu berdasarkan suatu
alasan yang sah, oleh karena panggilan telah memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1),

(2), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Termohon dinyatakan

tidah hadir dan perkaranya diputus verstel, ;

ra
Menimbang, hahwa Majelis Flakim telah berusaha mendamaikan Pemohon
dengan Tenmohon dengan cara menasehali agar Pemohon hidup rukun lagi dengan

‘I'ermohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai perkara ini dijatuhi putusan ;----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon ijin menjatuhkan talak
kepada Termohon dengan dahbl bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus
terjadi perselisihan dan perfengkaran disebabkan adanya campur tangan dalam rumah
tangga dari keluarga Termohon, Termohon sering menuntut masalah ekonomt di luar

kemampuan, Termohon tidak menghargai Pemohon, akhimya pada bulan September

2001 Termohon pergi tidak diketahui alamamya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil Pemohon tersebut, Termohon

tidak menangpapi harena ndak hadir :

Nlenbubiang, bahwa berdasarkan kelerangan Pemolion, bukti Kutipan Akla
Nikah atas nama Pemohon dan Termohon vang dikeluarkan olch Kantor Urusan
Agama Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Nomor : 121/15/X1/1996 tanggal

25 September 1996 (bukti P.1) Majelis sepakal menyatakan bahwa Pemohon dan

Termahon telah dan masih ferikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, balwa soksi — sihsi vang digjulan oleh Pemohon  pada

pokoknva telah mencrangkan :

- DBahwa Pamohon dan Termohon adalah suami isteri ;

-~ [ « wge hot i e . 4 i Lrrs P
g L3RIVl DA 1 VI AL TG € CIHUTIUIE GLitZatid £ b IHIURVIL UVCLIVUIE AL

Nahwa  para wbca melihat Raha wpial 2 tahun terakhir Termahoan dan sbn

— .
1 CHIIUAULL omene



Termohon t1dak berada di rumah Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui

tempat tinggainya ;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha melacak Termohon tetapi tidak ketemu j---veme-

Menmimbang, bahwa berdasarkan keterangan PFemohon dan para saksi

5

tersebut dapan ditemukan fakia hukum ;

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri vang sah

- Babwa antara Pemohon dan Termohon sejah Duian Juil 2001 sering terjadi

puticnghatan dan porsuiisifian
- Bahwa sebab - schab perselisihan karena adanya campur tangan dalam rumah
tangga dart keluarga lermohon, termohon sering memunhit ekonomi di Inar

kemampuan remohon :

Bahwa pada sast ini Tormohon porgl meninggalkan Pomohon sejok bulan
September 2001 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak  diketahui

alamatnya |

Nenunbang, buhwe boadusahan fukle — fakta hubum {oscbui Majclis

berpendapat bahwa dalil — dalil Pemohon tersebut telah terbukti ;

Menimbang, baliwa hukum perkawinan yang berlaku dalam perkara ini
adafan pasai fY avat (1), (2}, (3} undang-undang iNo. 1 tahun 1Y/4 beserta

~e - - ~

penjelasannya jo. pasai 19 fwrul b dan £ PP No. 9 iahun 1975 dan pasai 116 huruf b

T3 A 3 AN 1 b IR
dan i Kotpitast {lununs Istant

Menimbang, bhabwa menumt hukum tersebit perceraian hanya dapat
dilaksanakan di depan pengadilan seteiaih Majelis Hakim tidak berhasil dalam usaha

mendamaikan pihak - pihak yang berperkara. Dan perceraian dapat terjadi antara {ain

apabila----v




:lp:\hil:\ calah eatn !\ihnl-' !\Pt'gi mr'-ninggnll-fm :\ihnb lninn}::\ 2 tahun hactuet — it
tanpa 1jin dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannyva ( nasal 19 h PP No. 9
tahun 1%/, jo. pasal 110 hurul b Kompuast Hukum {$fam ). Perceratan dapat juga
wjadt apubiia winara suani isweri crus mencrus werjadi perseiisiban dan perfengharan

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 f PP No.

9 tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam) ;

Meninbang, bahwa temyata terbukti Pemohon dan ‘T'ermohon tefah terjadi
pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2001 yang disebabkan adanya campur

tangan daken rumab Langes diri heluarga: Termolion, Termohon sering menuntut

ckonomti di luar kemampuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut. Termohon sudah pergi
meninggalkan Femohon sejak bulan September 2001, vang berarti sampai sekarang
sudah Iebih daci dua tahun. Fakta ini merupakan perunjuk yang jelas balwva harapan

Pemnohion untuk hidup ruhun Ligi sebagai suami isteri sudab tiada lagi jommeacammesesnmeee

Menimbang. hahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis
berpendapat bahwa petkara ini telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian
sebagaimana yang di maksud pasal 39 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 1 tahun
1974 beserta penjelasannyva, jo. pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 dan
pasal 116 [ Kompilasi Huhum Islam,‘ oleh karena ity penmmohonan Pemolion untuk

Lo

mengikrar talak kepada Termohon dapat dikabutkan ¢

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis Nabi Riwayat Abu Daud yang

berbunyi :
: yPplemi wd by, Al bl

Artinya : *l'alak itu hak suami dan iddah ttu hak istert *. |

Talak adalah hak suami, oleh karena itu berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-

undang No. 7 tahun 1989 maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian

iKrar-———-
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ikrar talak Pemohon kepada ‘lermohon, setelah putusan ini memperoleh kekuatan

hukum yang elap ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir sidang, maka Majelis

berpendapat bahwa [ermohon telah melepaskan hak — haknya sebagai isteri yang

dijatuhi talak ;

Menimbanyg, bahiwa tehadap peimolivnan Pemoiion agar Panohou diictapkan

scbagai pcmegang hak hadlonah tcrhadap anak — anak Pemohon yang bernama : -

1. LINANDO CHANDRA UTAMA, umur 7 tahun ;

2. ALMANDA DWIPERMATASARI umur 5 tahun

Majelis mempertnnbangkan bahwa karcna anak - anak tersebul belum mumayvyiz.
seharusnya vang Derhak hadionan ams anak terscbuwt adalan  fermohon, namun
eyt Termohon teiafl poigi mcninggalivan anak — anai (€050UE, Maka viajeiis
botpendapai Bainva Tonmolion Gidah dapai incujanng hesclanaian jasitam dan 1ot
anak -- anak terschut, olch karcna itu hak hadlonah anak tcrscbut dapat ditctapkan

untuk diberikan kepada Pemobon sebagaimana diatur dalam pasal 156 Kompilasi

Hukum Islam ;
Menimbang, baiwa Karena perkara ini sengketa perkawinan maka

-

berdasarhin pasal 89 ayai (1) Undang-undung No. 7 (abun 1989 biaya poihaa

dibcbankan kepada Pemohon

Mengmgat, pasal 125 14K dan peraturan perundangan lain yang terkait ;----

MENGADIII

n s 1 1 1 9 b | s 9 .
1. Menyaiuhan baliwa Tormohion yanyg iclalt dipaugead scvata 1espu dan paiui uniuk

meaghadap sidang tidak hadir
i S

|8

Mengabuikan pemobonan Pemohon dengan versiek :

3. Menctapkan memberi ijin kepada Pemohon (ANDOQYO PAMUNGKAS BIN

SOEDARDI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (AWALINA



_Uc

" dibcrikan Kepada 1’cmonon sebagat ayan kandungnya ;

1 v

NIRAWATI RANGKUTI BINT1 AWALUDDIN RANGKUTI) pada waktu yang

akan ditentukan kemudian ;

Menetapkan hak hadlonah atas diri anak yang bernama :

1. LINANDO CHANDKA UL AMA, umur 7/ tahun ;

2. ALMANDA DWI PERMATASARL umur 3 tahun ;

Menghukum kepada Pemohon untuk membayvar biaya perkara yang sampai saat

i dihtung Rp. 227.000.- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) jee--eeceeceaeeane

Demikian di jeruithan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2004

M, bertepatan tanggal 21 Sya’ban 1425 H, oleh hami DRS3. H. BUSRO BIN

MUSTAIIAL, SII. scbagai 1lakim Kctua Majclis, DRS. M. BADAWI, SII dan

DRS. M. YAMIN DAULAY, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota ., dan

pada hari ttu jupa diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,

dengan  dihadin para Hakim  Anggota, NOOR HALIMAH, SH. sebagai Panitera

Pengganti. dengan dihadin Pemohon tanpa hadirnya 'f'ermohon :

/ BAKIM KETUA MAJELIS

DRS. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, SH

HAKIM ANGGOTA




PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH

(BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakaria - 55213
Te!epon (0274) 589583, (Psw. : 209 - 217), £62811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. : (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN /IJIN
) Nomor : 07.0/ 2817 .
- Membaca Surat . Dekan Fak. Syariah - UIN "SUKA" Yk~ No  : UIN/2/AS/PP.00.9/543/2006
' Tanggal : 3 Mei 2006 Perihal : ljin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.

2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakaria No. 38 /1 2/2004 tentang
Pemberian 1zin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diijinkan kepada

Nama - YUSUF EFENDI No. MHSW : 02351194
Alamatinstansi . JI. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : KEPUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN HAK PERWALIAN ANAK KEPADA BAPAK

AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus di PA Kota Yogyakarta Tahun 2003-2005)

Lokasi -, Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulaitanggal 18 Mei 2006 s/d 18 Agustus 2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemenntah setempat ( Bupati/ Walikota )

untuk mendapat petunjuk seperlunya;
3 Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

3. Waijib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta '
{ Cq. KepalaBadan Perencanaan Daerah PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta);

4. ljin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
dan hanya diperiukan untuk keperluan ilmiah;

5. Suratijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;

6.  Surat ijin ini dapat dlbatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan ketentuan tersebut

diatas.
Tembusan Kepada Yih. : Dikeluarkan di : Yogyakarta
1. Gubernur Daerah Islimewa Yogyakarta Pada tanggal ;18 Mei 2006
{ Sebagat Laporan )
2. Walikota Yogyakarta ¢.q. Kadis. Perijinan; A.n. GUBERNUR
3. Ka. Pangadilan Tinggl Agama Prop. DIY; DAERAH ISTIMEWA YOG YAKARTA
4. Dekan Fak Syar'ah - UIN "SUKA® Yk KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
5. Pertinggal U.b . KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

3
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PER!ZINAN
Ji: Kenari No. 58 Yogyakarta 55135 Telepon 514448, 515865, 515868, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.ld

Dasar

Mengingat

Diijinkan Kepada

Lokasi/Responden :

Waktu
Lampiran
Dengan Ketentuan

Tanda tanaan
Pemegang 1zi

P

V=

7%

YUSUF EFENDI
Tembusan Kepada Yth. :

SURAT KETERANGAN / IZIN
NOMOR : 070/996
2208/34
Surat izin / Rekomendasi dari Gubemur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/2817- Tanggal:  18/05/2008

: 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Ii Yogyakarta

Nomor 072/KD/1988 tanggal 8 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986

tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 38/1.2/2004

Tentang : Pemnberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN
IPKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama :  YUSUF EFENDI NO MHS / NIM : 02351194

Pekerjaan . Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN "SUKA"

Alamat . JI. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Penanggungjawab : Drs. Khalid Zulfa, M.Si.

Keperluan - Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KEPUTUSAN HAXIM TERHADAP PEMBERIAN HAK
PERWALIAN ANAK KEPADA BAPAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PA KOTA
YOGYAKARTA TAHUN 2003-2005)

Kota Yogyakarta

18/05/2006 Sampai  18/08/2006
Proposal dan Daftar Pertanyaan

1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian !(epada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. ljin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperiuan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu-dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberl
bantuan seperlunya -

Dikeluarkan di : Yogyakrta

1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY

3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta

4

Yang bersangkutan,




LAMPIRAN IV

Nama
Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat Asal

Alamat Yogyakarta
Orang Tua :

Ayah

Ibu

Pekerjaan

Riwayat Pendidikan :
SD

SMP

SMA

Perguruan Tinggi

: Yusuf Effendi
: Jakarta, 16 Juni 1984
: Ds. Piyono, RT.01 RW.02, Kei Piyono, Kec. Ngombol

CURRICULUM VITAE

Kab. Purworejo Jawa Tengah

: Masjid Darussalam, J1. Dongkelan Suryodiningratan

Mantrijeron Yogyakarta

: Achmad Sahlan, BA
: Siti Chusniyah
: Pensiunan PNS

: SD Negeri 12 Bekasi Timur

Lulus Tahun 1996

: MTs Negeri Bekasi Timur

Lulus Tahun 1999

: MA Negeri Purworejo

Lulus Tahun 2002

: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal

Asy-Syakhsiyyah (AS) Masuk Tahun 2002
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